_ PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN :
e
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2{ TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

. Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
: tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera.h, Retribusi tempat rekreasi,
dan olah raga termasuk salah saty | jenis _retribusi yang menjadl
kewenangan Kabupaten.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi tempat rekreasi,
dan olah raga. :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor § Tahun-1981 tentang Hukwn Acara Pldana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nonior 76, ‘Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209); v
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Tempat Rekreasi,
pariwisata, dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
: 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
. Nomor 3495); . '
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan (Lembaran Negara - Tahun: 2004 Nomor 53,
" Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); :
. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
. Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan-
retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049); -
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
' Pembinaan dan Pengawasan - Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48);



LY
AT

10. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Unisan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

... .. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

‘11, Peraturan Menteri Dalam’ Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007,

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II
-Pacitan Tahun 1988 Nomor 8/B); - S

.13, ‘Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor '7 Tahun 2006 tentang
. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerzh Kabupaten Pacitan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
- BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT

REKREASI, DAN OLAHRA_GA

KETENTUAN UMUM

- PasalI -

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. o

Daerah adalah Kabupaten Pacitan..

2. Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Pacntan, :
3. :
4, Intansi pemungut retribusi adalah Dinas Kebudayaan, Panwlsata, Pemuda dan Qlahraga

>

Bupati adalah Bupan Pacntan,

Kabupaten Pacitan.

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Badan adalah sekumpulan orang. dan/atau .modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik négara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama. dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Jasa usaha jasa yang disediakan oleh Pemermtah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip
komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang sclanj utnya ‘disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dlkelola olch
Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaﬂaran.
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9. Surat Setoran Retribusi Dacrah, yang sclanjutnya dlsmgkat SSRD ‘adalah bukti pembayaran
atau penyetbran retribusi yang telah dilakukah dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah mclalul tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.

10. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan jwnlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar danpada retribusi yang tcrutang atau .scharusnya tidak
terutang,

12, Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sclanjutnya dlsmgkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratifiberupa bunga dan/atau denda.

13. Pemeriksaan adalah serangkalan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektlf dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka mclaksanakan kctcntuan pcraturan perundang-undangan retribusi
daerah.

14. Penyidikan tmdak pldana di bidang retribusi adalah scrangkalan tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

- "BABII
NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dcngan nama Retribusi Tempat Rckrcasi dan Olahraga, dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas jasa pelayanan tempat rekreasi, panwnsata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Dacrah. :

Pasal3 LR
(1).0Objek Rctnbusn ‘sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 adalah ‘pelayanan tcmpat rekreasi,
pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dll'nlllkl, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,

(2).Dikecualikan dari objek Retribusi scbagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola olch
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

i o

Subjek Rctnbu81 adalah orang pnbadl atau Badan yang mcnggunakan/mcmkmatl pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 5
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mcmasuk1 dan/atau mcnggunakan fasilitas

di tempat rckrcasl, pariwisata, dan olahraga. -

BABII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasalﬁ
Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa usaha



BAB v :
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Besamya Rctnbusn yang tcrutang dlhltung berdasarkan perkalian antara tmgkat penggunaan jasa
dengan tarif Retribusi Pelayanan Tcmpat Rekreasi dan Olahraga

" BABV -
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

‘Pasal 8

(1).Tingkat penggunaan jasa scbagaimzina 'dimaksud'dalzil_i'i Pasal 7 adalah jumlah penggunaan
jasa yang -dijadikan dasar ‘alokasi beban.biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang bersangkutan,

(2). Tmgkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi dan jangka waktu
pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga. _

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal9

Prinsip dan sasaran dalam pcnctapan besamya tarif Rctnbum didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

o BAB VII
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

| Pasal 10

Struktur dan Tarif Retribusi adalah sebagaimana tcrscbut dalam lampiran Peraturan Daerah ini

Fasal 11

(1) Tarif Rctnbusl ditinjau kcmball palmg lama 3 (tlga) tahun sckall
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dcngan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perckonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi scbagalmana dlmaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati. . _

- "BAB VIII.
‘ MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu
penyelenggaraan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

(2) Retribusi terutang dalam masa retnbum sqak pclayanan tcmpat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga atau sejak diterbitkan SKRD . . _
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. BAB X -
WILAYAH PEMUN G UTAN RETRIBUSI

- L Pasal 13 ..'.~.;-_ . e
Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

. BABX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Retnbusn dlpungut dengan menggunakan SKRD ‘atau dokumen lam yang dlpersamakan

(2) Dokumen Lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,
dan kuitansi.

‘ 'Péisal 15

(1). Tata cara pembayaran Retnbusn dllakukan dengan caratunai. -

(2).Tempat pembayaran retribusi dilakukah- dltempat/lokam pelayanan tempat dan fasilitas
rekreasi, pariwisata, dan olahraga berada. -

(3).Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati

: BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
' PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16
/(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2).Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(3).Pembebasan Retribusi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlbenkan dengan melihat fungsi
objek Retribusi.

(4). Pengurangan, keringanan dan pembebasan retnbusn dltetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5).Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

(6).Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN B _

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penaglhan Retribusi men_ladl kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tertangguh jika: -

a. diterbitkan Surat Teguran; atau .~ .- -
b. ada pengakuan utang Retnbusn -dari, Wa_]nb Retnbusn, bank langsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal dlterlmanya Surat Teguran tersebut.



(4) Pengakuan utang Retribusi §ecara'lmglshng'$éﬁagéimhna‘ dimaksﬁd pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah,

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf |
b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan olch Wapb Rctl'lbUSI _

Pasal 18 "

(1) Piutang Rctnbu51 yang tidak mungkm ditagih lagi karena hak untuk melakukan pcnaglhan
- sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan plutang Rctnbu51 yang sudah kcdaluwarsa diatur dengan Pcraturan
Bupan ' ‘ L S
'. papxut
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1). Instansi yang mclaksanakan Pcmungutan Rctnbns1, dlbcnkan mscnnf atas dasar pencapaian
“kineija tertentu.
(2). Penetapan insentif scbagalmana dlmaksud pada ayat (l) dltctapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Pacitan. -
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan mscnnf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati. .

. :BAB xIv
- PEMERIKSAAN |

- - Pasal 20

(1) Bupati atau pq;abat yang dltunjuk bcrwcnang mclakukan pcmcnksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau mcmm;amkan buku atau catatan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pcmcnksaan, dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcmcnksaan Retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XV
. . SANKSI

'Bagi'an Pé'r_t'am"a ey
Sanksi Administrasi

~ Pasal 21

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu ndak rmembayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
dari Retribusi yang tcrutang yang tldak atau kurang dlbayar dan dltaglh dengan menggunakan
STRD T T : _.



(2) Penagihan Retribusi tenitang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat
Teguran sebanyak-banyaknya 3 (tlga) kah dcr:gan Jangka waktu masmg—maslng pahng lama
3 (tiga) hari kerja. S

].E’;hg‘iah'Kédl;é L
Sanksi I_’_id;ma

Pasal 22

Wajid Retribusi yang tidak melaksanakan kcwajlbannya schingga merugikan keuangan Daerah
diancam pidana kunmgan paling lama 3 (tiga) bulan atau pldana denda pal ing banyak 3 (tiga) kali
jumlah Rctnbum tcrutang yang tldak atau kurang dlbayar P _
BAB XVI
PENYIDIKAN

 Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil térténtu di lihgkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik intuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada_éyz_at (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menellti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di ‘’bidang Rctnbu31 agar kctcrangan atau Iaporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;

b. menellti, mencari, dan mcngumpulkan kctcrangan mcngchal orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumcn lain bcrkcnaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi;

g. menyuruh bcrhcntl dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang bcrlangsung dan mcmcnksa identitas orang, benda, dan/atau
dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dcngan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk dldcngax kcterangannya dan dlpcnksa sebagal tersangka atau
saksi; ,

j. menghentikan pcnyldlkan dan/atan’ " A

k. melakukan tindakan lain yang perlu imtuk kelancaran pcnyldlkan tindak pidana di bidang
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan basil pcnyldlkannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. o , ,



BAB XVII
- KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Perturan Daerah ini berlaku, Retnbus; yang masnh terutang masm dapat ditagih seiama
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung se_;ak saat terutang -

BAB XViIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Pada saat Peraturan Daerah ini mula1 berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
8 Tahun 2007 tentang Retnbu51 Tempat Rekrea51 dan Olah Raga dlcabut dan dmyatakan tidak
berlaku lagi- o : . _ _

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dmndangkan

Agar setiap orang mcngetahumya, memenntahkah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pac1tan "

. Dltetapkan di Pacitan
* Padatangghl 21 -12 - 2010

.- . WAKIL BUPATI PACITAN
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
s NoMOR-;.-.-ﬁo;lo—ono.;TAHUN 2010 e S

TENTANG
. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT.REKREASI DAN OLAH RAGA
UMUM

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Ash Daera.h, Pemermtah ‘Daerah memanfaatkan
kekayaan daerah yang ada berupa .Tempat Rekreasi, pariwisata, dan Olahraga serta
menyediakan fasilitas pendukungnya dengan prinsip komersial,

Untuk menyediakan dan memberikan pelayanan Tempat Rekreasi, pariwisata, dan Olahraga
yang baik dan memadai, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai pula. Dukungan
pembiayaan ini hams digali dari berbagai macam sumber Pendapatan Asli Daerah, yang salah
satunya adalah dan Retribusi Daerah ‘- -

Untuk mencukupl dan mendukung pemblayaan penyedlaan dan pembenan pelayanan Tempat
Rekreasi, pariwisata, dan Olahraga tersebut, maka penyediaan dan pemberian pelayanan
Tempat Rekreasi, pariwisata, dan Olahraga dikenakan retribusi daerah dengan nama
Retribusi pelayanan Tempat Rekreasi, pariwisata, dan QOlahraga, yang mana berdasarkan
Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah
menyatakan bahwa Retribusi dltetapkan dengan Peraturan Daerah

Dengan dlberlakukannya Peraturan Daerah ini, dlharapkan kemampuan Daerah untuk
membiayai kebutuhan pengeluarannya di bidang Tempat Rekreasi, pariwisata, dan Olahraga
semakin memadai sehhigga kualitas dan kuantitas pelayanan Tempat Rekreasi, panwnsata,
dan Olahraga kedepan semakin baik.

PASAL DEMI] PASAL

Pasal 1
Cukup jelas,

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 5. .. i e
Cukup jelas. : : . o

Pasal §
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.



Pasal§ :
Cukup jelas. . -

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11 =~
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas,

Pasal 14 S R AR
. Cukup jelas. S

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16 :
Cukup jelas. =

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19 _
Cukup jelas.

. Pasal 20 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mstans1 yang .melaksanakan pemungutan” adalah
dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsmya melaksanakan pemungutan
Retribusi. _ .

Ayat (2) B : '

Pemberian besamya msentlf dllakukah melalm pcmbahasan yang dllakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21
Culup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasa] 23
Cukup jelas
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Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal26 - -- -
Cukup jelas.



:PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN
NOMOR : 24 TAHUN 2010
TANGGAL : 21 =\2 -~ 2010
STRUKTUR, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, DAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, DAN OLAHRAGA
, TINGKAT PENGGUNAAN JASA TARIF RETRIBUSI KET
NO JENIS PELAYANAN . ol : ' ANAK-ANAK DEWASA
1 2 3 ' 4 5 6
1. | Masuk Tempat Parnwnsata ' T E L I
: a. Pantai Tamperan 1 kali masuk - Rp. 2.500,- Rp.3.500,- | Tarifsudah | ..
'b. Pantai Pancer Door . ~. 1 kali masuk-" Rp. 2.500,- Rp. 3.500,- termasuk - |
¢, PantaiSrau . ... . -~ 1 kali masuk:. . Rp. 2.000,- .. Rp. 3.000,- | asuransi |
d. Pantai Keiayar ~ . - 1 kali masuk™ Rp. 2.000,- Rp.3.000,- |- JasaRaharja- | =
e, Pantai Watukarung 1 kall masuk - Rp.2.000,- | Rp.3.000, . e
f. Pantai Taman Hadiwamo 1 kali masuk™ - Rp.2.000,- ~ |  Rp.3.000,-
g. Pantai Soge Sidomulyo 1 kali masuk - " Rp.2.000,- - | Rp.3.000,-
h. - Pantai Ndaki Bawur - 1 kali masuk- . Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
i." Pantai Mbuyutan Widoro 1 kali masuk:’ ~ Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-.
j..- Pantai Dangkal Wora-Wari s I kali masuk - - " Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
k. Goa Gong o o 1 kali masuk™ .. - Rp.3.000,- Rp. 5.000,-
1. Goa Tabuhan « " 1kalimasuk- " Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
2. | Masuk Tempat Rekreasi _ :
‘ a. Femandian Banyu Anget 1 kali masuk Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
b. Pemandian Anak Ngadirojo 1 kali masuk Rp. 2.500,- Rp. 3.000,-
3. |Masuk Tempat Pariwisata dan 1 kali masuk Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-
Rekreasi bagi wisatawan asing '




1 5 3 4
4, | Usaha Jasa Wisata :
a. Perahu Bennotor (pancer door) 1 kali pakai Rp. 5.000,- ,
b. Vila Pemandia Banyu Anget .1 bagian/1 hari Rp. 50.000,-
c. Spa Air Hangat Banyu anget 1jam Rp. 10.000,- -
d. Bath Up air hanyat banyu anget 1 jam Rp. 10.000,-
5. | Wisata Rombongan " 1 kali masuk "| Mendapat keringanan tarif untuk 1
‘ D . | (satu) orang tiap  kelipatan 10
*| {sepuluh) orang °
6. Tempat Olahraga :
" . | Penggunaan Lapangan Tenms Ngadlro_lo :
a. Hariani: - . ‘ = o
1. "Pukul 06. 00_ 1200 . - 1 har Rp. 25.000,- -
2.-Pukul 12.00 - 16.00 ° " 1 hari Rp.25.000,- -
3. Pukul 18.00 - 24.00 "~ lhar - Rp. 50.000,-
b. Langganan 1 minggu 1 kaliz -~ : T
1. Pukul 06.00-12.00 - ) - .1 bulan Rp. :50.000,-
2. Pukul 12.00 - 16.00 co - ‘1 bulan Rp. 50.000,-
" 3. Pukul 18.00-24.00  -7-. .. - 1 bulan Rp. 100.000,-
7. |MCK
a. GoaGong:
1. Mandi/BAB/Cuci 1 kali pakai Rp. 2.500.-
2. Urinoir (BAK) 1 kali pakai Rp. 1.000,-
b. Objek wisata/rekreasi lainnya:
1. Mandi/BAB/Cuci 1 kali pakai Rp. 2.000,-
2. Urinoir (BAK) 1 kali pakai Rp. 1.000,-

i,



1 2 '3 4
" 8. | Kendaraan masuk kawasan wisata
a, Kendaraan bermotor beroda lebih dari .'
4 T _— 1 kali kegiatan Rp. 5.000
b. Kendaraan bermotor beroda3dan4 I kali kegiatan Rp. 2.000
c. Kendaraan bermotor beroda2 I kali kegiatan Rp. 1.000
W. LBUPATI PACITAN

4?318.!0 e




